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Pasal 55 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi mengenai tindak pidana penyalahgunaan BBM Subsidi
memiliki unsur-unsur yang cukup mirip dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Dalam hal ini, terdapat
beberapa kasus dimanaterjadi dilema penentuan undang-undang khusus yang berlaku, apakah termasuk ke
dalam lingkup undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi atau undang-undang minyak dan gas
bumi. Adapun hal tersebut dapat dimengerti mengingat bahwa dalam BBM Bersubsidi, terdapat keuangan
negara yang teralokasikan di dalamnya sehingga banyak pihak yang menafsirkan penyalahgunaanya akan
berdampak pada adanya kerugian negara. Selain itu, umumnya pihak yang melakukan penyalahgunaan
BBM Bersubsidi juga memiliki motif untuk mencari keuntungan dimana hal tersebut juga merupakan salah
satu unsur Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Untuk mengatasi persoalan dilema penentuan undang-undang
khusus tersebut, diperlukan sebuah pedoman penerapan asas lex systematische specialiteit.

...... Article 55 of the Oil and Gas Law regarding the Subsidized Fossil Fuel misused crime have quite similar
elements with Article 2 and Article 3 of the Anticorruption Law. In some cases, there is a dilemmaon
determining the special regulation that should be applied whether it should fall under the category of the
anticorruption law or the oil and gas law. Such thing can be understood considering there were State’s
Budget allocation within Subsidized Fossil Fuel, hence some parties conclude that the misused of
Subsidized Fossil Fuel could have also resulted into a State Loss. Other than that, most people who
committed the misused of Subsidized Fossil Fuel crime were also planning to gain personal advantagesin
which ‘gaining personal advantages' is also one of the elements of the corruption clauses as regulated in
Article 2 and Article 3 of the Anticorruption Law. To solve those kinds of dilemmas, a special guideline for
the lex systematische specialiteit principle implementation will be necessary.
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